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ABSTRAK

Perdarahan pasca-persalinan (PPP) adalah komplikasi persalinan yang menyebabkan 35% seluruh kematian ibu di dunia. Meskipun PPP mulai
jarang ditemui di negara maju, kondisi ini masih merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di negara berkembang seperti Indonesia.
Hal ini antara lain akibat infastruktur kesehatan yang kurang optimal, sehingga terlambat mengidentifikasi faktor risiko PPP, merujuk, serta
memberikan intervensi tepat waktu. Kajian pustaka ini mengamati adanya hubungan signifikan antara penurunan kematian ibu akibat PPP
dan implementasi sistem peringatan dini obstetri, manajemen efektif, dan optimalisasi alur rujukan. Namun, karena tiap wilayah memiliki aspek
sosioekonomis dan geografis yang berbeda, studi lanjutan diperlukan untuk menentukan pendekatan yang tepat bagi masing-masing wilayah
diIndonesia.

Kata kunci: Indonesia, perdarahan pasca-persalinan, sistem peringatan dini obstetri, sistem rujukan

ABSTRACT

Postpartum hemorrhage (PPH) is a life-threatening condition that contributes to 35% of all maternal deaths worldwide. Although the risk of PPH
has greatly declined in developed countries, it remains a leading cause of maternal mortality in developing countries like Indonesia. This issue
could mainly be attributed to poor healthcare system and infrastructure leading to delay in identifying risk factors, referring mothers-at-risk to
health centers, and appropriate intervention. We observed a notable relationship between decrease in maternal deaths due to PPH and the
implementation of early warning system, effective PPH management, and optimization of referral system. These healthcare innovations showed
promising potential in reducing the burden of PPH. However, since there is no single health policy that can be universally implemented, further
research is needed to decide the best approach for each area depending on individual, socio-economic and geographic aspects. Muhammad
Alifian Remifta Putra, Edward Christopher Yo, Jason Phowira, Tricia Dewi Anggraeni. Reducing Postpartum Hemorrhage Mortality Rate in
Indonesia through Innovation in Healthcare System

Keywords: Early obstetric warning system, Indonesia, postpartum hemorrhage, referral system

PENDAHULUAN

Postpartum hemorrhage atau perdarahan
pasca-persalinan (PPP) didefinisikan sebagai
hilangnya darah lebih dari 0,5 liter dalam
rentang 24 jam setelah melahirkan." Data
WHO (2012) menunjukkan bahwa sekitar 35%
kematian ibu di dunia disebabkan oleh PPP?
PPP merupakan penyebab utama kematian
ibu di negara-negara berkembang, termasuk
Indonesia? Sebagian besar kasus kematian
ibu akibat perdarahan disebabkan tiga jenis
keterlambatan, vyaitu dalam  menyadari
tanda-tanda bahaya kehamilan, merujuk
ibu ke pusat rujukan, dan meminta bantuan
pelayan kesehatan? Pembahasan upaya

manajemen PPP di Indonesia tidak dapat
dipisahkan dengan upaya penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) karena PPP menjadi salah
satu penyumbang utama AKI. Pada tahun
2015, terdapat 305 kematian ibu per 100.000
kelahiran.* Pemerintah telah mencanangkan
agar pada tahun 2030, Indonesia dapat
menekan AKlI menjadi di bawah 70 per
100.000 kelahiran hidup sesuai Sustainable
Development Goals 2030.° Tantangan utama
pelayanan kesehatan ibu secara adekuat
di Indonesia meliputi: terbatasnya akses
serta persalinan aman di fasilitas kesehatan
berkualitas, keterbatasan tenaga kesehatan,
rendahnya nutrisi dan kesehatan yang buruk
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pada wanita, kebutuhan alat kontrasepsi
yang tidak tercukupi, dan sistem pencatatan
angka kematian ibu yang buruk.? Faktor-faktor
tersebut dapat meningkatkan risiko tiga tipe
keterlambatan penyebab PPP.

Untuk menurunkan AKI, pemerintah Indonesia
melalui Kemenkes RI telah melaksanakan
berbagai upaya, dimulai pada tahun 1990
melalui Safe Motherhood Initiative, Gerakan
Sayang Ibu (1996), Making Pregnancy Safer
(2000), Expanding Maternal and Neonatal
Survival (2012), dan sistem BPJS-JKN.2> Meski
begitu, masih terdapat 19 provinsi yang belum
memenuhi target Renstra sebesar 77% jumlah
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pelayanan persalinan aman yang dibantu
tenaga kesehatan di fasilitas memadai.* Oleh
karena itu, diperlukan implementasi inovasi
baru dalam upaya menekan AKI di Indonesia.
Terdapat 3 solusi yang dapat diterapkan di
Indonesia:  penerapan sistem peringatan
dini obstetri, manajemen kasus perdarahan
pasca-persalinan terkini berbasis regional, dan
optimalisasi sistem rujukan kesehatan. Penulis
berharap tinjauan literatur ini dapat menjadi
terobosan baru untuk menekan AKI yang
tinggi di Indonesia.

METODE
Tulisan  ini  berdasarkan  penelusuran
berbagai  systematic review, jurnal, dan

pedoman dari organisasi non-pemerintah
ataupun pemerintah. Kata kunci pencarian
terdiri dari “postpartum hemorrhage”, “early
obstetric warning system”, “sistem rujukan’,
“manajemen’, “panduan  nasional’, “low-
resource settings’, dan “Indonesia’; disertai
“pengobatan”. Database dan search engine
yang digunakan meliputi Google Scholar,
NCBI, PubMed, situs-situs resmi milik WHO,
International Federation of Gynecology and
Obstetrics (FIGO), serta Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, dan sumber terpercaya
lainnya dengan tahun terbit 2008 - 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Peringatan Dini
Obstetri (Early Obstetric Warning System)
Sistem  peringatan dini adalah sebuah
instrumen yang bertujuan memperingatkan
tenaga kesehatan akan pasien yang diduga
rentan  mengalami  deteriorasi  kondisi
kesehatan.® Prinsip dasar sistem ini muncul
dari gagasan bahwa pasien cenderung
menunjukkan kelainan parameter fisiologis
sebelum jatuh sakit, seperti perubahan
tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan
suhu tubuh.” Misalnya pada ibu hamil,
terdeteksinya protein dalam urin — proteinuria
- menandakan kemungkinan  kejadian
preeklamsia meskipun ibu masih terlihat
sehat® Pada umumnya, sistem peringatan
dini mencakup parameter fisiologis yang akan
dievaluasi, pengamatan rutin fluktuasi angka
parameter dari ambang batas, pemberian nilai
berdasarkan observasi, dan stratifikasi risiko
berdasarkan nilaiakhir® Adanya peringatandini
memungkinkan tenaga kesehatan melakukan
tindakan tanggap darurat atau merujuk
pasien ke fasilitas lebih lengkap sebelum
kondisi terlampau buruk® Di bidang Obstetri
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dan Ginekologi, salah satu sistem peringatan
dini yang saat ini paling berkembang adalah
Modified Early Obstetric  Warning — System
(MEOWS).> MEOWS pertama kali dicetuskan
di Inggris Raya melalui rekomendasi the
Confidential Enquiries into Maternal Deaths
(CEMD) report tahun 2007.'° Karena sistem
kesehatan di Indonesia dikabarkan terinspirasi
oleh sistem kesehatan nasional milik Inggris
Raya, vaitu National Health Service (NHS),
pembahasan akan difokuskan pada MEOWS
sebagai acuan pembanding.

MEOWS disajikan dalam bentuk bagan
yang mencakup parameter fisiologis umum
(frekuensi  pernapasan, saturasi  oksigen,
suhu tubuh, tekanan darah sistolik, denyut
nadi, tingkat kesadaran) dan = spesifik
kehamilan (tekanan darah diastolik, intensitas
nyeri, keputihan antenatal dan postnatal,
proteinuria).® Kami  mencoba melakukan
adaptasi sistem peringatan dini dari Cole MF®
ini, seperti tertera pada Gambar 1.

Penyimpangan parameter fisiologis akan
diberi nilai sesuai tingkat keparahannya?
Semua nilai  akan  dijumlahkan  dan
dikategorikan sesuai kode warna: hijau, kuning,
dan merah® Masing-masing kode warna
memiliki urgensi dan alur tatalaksana berbeda,
sehingga interpretasi kondisi pasien harus
akurat supaya kedalaman respons sebanding
dengan keseriusan masalah.® Prognosis pasien
sangat tergantung pada kecermatan tenaga

Gambar 1. Contoh sistem peringatan dini obsteri

kesehatan dalam mengidentifikasi masalah
dan seberapa cepat respons diberikan?
Singh, dkk. mendapati bahwa MEOWS 89%
sensitif dan 79% spesifik terhadap gangguan
medis kehamilan seperti PPP, preeklamsia,
dan infeksi”" Temuan ini  menyimpulkan
bahwa MEOWS adalah instrumen yang sangat
berguna untuk mengantisipasi morbiditas
dan mortalitas wanita hamil."

Di Indonesia, belum ada skema penanganan
khusus tatalaksana gangguan klinis maternal
seperti PPP yang mencakup upaya promotif-
preventif berbasis komunitas. Mengingat di
Indonesia persebaran pelayanankesehatanibu
belum merata, sistem peringatan dini obstetri
berstandar nasional dapat menjadi langkah
pertama untuk mewujudkan pelayanan
kesehatan ibu yang universal dan berkualitas.
Selain itu, sistem ini dapat menanggapi kritik
bahwa Indonesia menghabiskan 30% jumlah
dana di sektor kesehatan untuk rawat inap saja
namun hanya menggunakan 8,5% dari dana
total untuk upaya kesehatan promotif dan
preventif.'?

Menurut 2017 Society for Maternal-Fetal
Medicine (SMFM) Annual Meeting, beberapa
syarat harus dipenuhi agar sebuah sistem
peringatan dini obstetri berfungsi baik.?
Pertama, implementasi sistem peringatan
dini membutuhkan komunikasi efektif antara
dokter, bidan, dan perawat’ Alur sejak
identifikasi awal abnormalitas hingga respons

Diaptasi dari Cole MF. A. modified early obstetric warning system.?
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oleh tim medis reaksi cepat harus dipastikan
lancar? Tidak hanya itu, pembagian tugas
dalam tim harus jelas demi menghindari
beban kerja tidak merata dan kesalahpahaman
yang dapat berujung keputusan fatal!"
Kedua, tenaga kesehatan dengan tanggung
jawab pasien hamil perlu dibekali edukasi
yang memadai mengenai prinsip dan cara
menggunakan instrumen peringatan dini’
Keterampilan seluruh anggota tim dalam
pengukuran tanda vital, interpretasi hasil
pemeriksaan, dan  penggunaan  sistem
peringatan dini mempunyai efek positif
terhadap kesehatan pasien’® Selanjutnya,
penggunaan sistem peringatan dini perlu
diintegrasikan ke dalam sistem rumah sakit
dan prosedur operasi standar’ Perbedaan
demografi dan ekonomi antar wilayah
mengakibatkan rumah sakit di Indonesia
mempunyai sistem tatalaksana dan kebijakan
yang berbeda-beda; oleh karena itu, sistem
peringatan dini berstandar nasional tetap
harus disesuaikan dengan kondisi di masing-
masing rumah sakit? Dengan pengukuhan
instrumen ini ke dalam sistem rumah
sakit, harapannya para tenaga kesehatan
melihatnya sebagai bagian integral dari
sistem tatalaksana pasien secara keseluruhan
yang dapat mencegah perburukan kondisi
signifikan. Keempat, inovasi dan konsolidasi
sistem ini ke dalam sistem kesehatan
nasional tentunya membutuhkan dukungan
penuh dari pemerintah pusat, Kemenkes
Rl, masyarakat, dan staf rumah sakit/fasilitas
kesehatan lainnya® Sebelum diresmikan,
sistem peringatan dini kesehatan maternal
perlu dipastikan sudah mencakup seluruh
parameter fisiologis, sumber daya, dan
kriteria penilaian yang sesuai. Performa sistem
tersebut juga harus dievaluasi secara rutin dan
transparan agar tidak ada kelemahan dalam
sistem kesehatan nasional.’

Berdasarkan studi Lambert, dkk. instrumen
peringatan dini bukan hanya sebuah “jumlah
nilai berdasarkan tingkat risiko’, melainkan
sebuah  bagian penting dari  sebuah
sistem kesehatan nasional yang bersifat
komprehensif dan bertujuan meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat.°Inovasi sistem ini,
sama halnya dengan implementasi MEOWS
di sistem kesehatan Inggris Raya, diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan kesehatan
promotif-preventif di  fasilitas  kesehatan
ataupun komunitas.
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B. Upaya Manajemen PPP yang Efektif dan
Terkini Berbasis Regional

1.Pentingnya Upaya Penurunan AKl berbasis
Regional dan Kaitannya dengan Peran
Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Indonesia
yang Belum Efektif

Kajian Determinan Kematian Maternal di 5
wilayah Indonesia oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes)
tahun 2012 menyimpulkan bahwa AKl di
Indonesia masih tinggi dan perlu upaya
lebih  keras pemerintah Indonesia untuk
menurunkannya."*Kajianjugamenitikberatkan
perlunya upaya intervensi yang menjawab
permasalahan disparitas akses dan kualitas
pelayanan kesehatan secara persisten di
Indonesia. Hal ini sangat penting karena
disparitas antar wilayah menjadikan status
kesehatan berbeda antar wilayah, sehingga
membutuhkan intervensi yang berbeda pula.
Kejadian PPP tertinggi terdapat di Indonesia
Bagian Timur (29,8% penyebab kematian
pada ibu), diikuti Kalimantan (28,1%), Sulawesi
(26,3%), Jawa-Bali (16,8%), dan Sumatera
(16,4%)."

Berdasarkan hasil analisis AKI pada tahun 2010
oleh Direktorat Bina Kesehatan Ibu, persalinan
yang dibantu tenaga kesehatan memiliki
kontribusi besar terhadap penurunan AKI,
begitu juga tersedianya fasilitas persalinan
makin  menekan risiko kematian ibu?
Berdasarkan data cakupan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan oleh Kemenkes
pada tahun 2016, terdapat 80,61% ibu
hamil yang menjalani persalinan dengan
bantuan tenaga kesehatan dan dilakukan
di fasilitas persalinan.* Hal ini menunjukkan
bahwa secara nasional, pemerintah mampu
melampaui target Renstra sebesar 77%.
Meski begitu, masih terdapat 19 atau 55,9%
provinsi yang masih belum mencapai target,
bahkan memiliki persentase sangat rendah
seperti provinsi Maluku Utara yang memiliki
capaian terendah, yaitu sebesar 17,79%, diikuti
provinsi Maluku sebesar 25,71%, dan Papua
sebesar 39,18%.* Dapat disimpulkan bahwa
belum maksimalnya peran tenaga dan fasilitas
kesehatan, terutama di Indonesia bagian
Timur, menjadi salah satu alasan AKI masih

tinggi*

2. Intervensi dan Penerapan Manajemen
PPP Berbasis Komunitas di Daerah Sumber
Daya Rendah Guna Menekan Faktor-faktor
yang Menunda Pemberian Bantuan Darurat

untuk lbu

Berdasarkan studi Belton, dkk. (2014) di Nusa
Tenggara Timur (NTT), salah satu penyebab
utama AKl tinggi adalah  penundaan
pertolongan darurat untuk ibu.'* Hal senada
diutarakan dalam studi Thaddeus & Mine
(1994) yang juga menjabarkan tiga penyebab
penundaan.” Penundaan pertama adalah
penundaan memutuskan untuk mencari
pertolongan, penundaan  kedua  yaitu
penundaan mencapai fasilitas kesehatan,
dan penundaan ketiga adalah penundaan
memberikan pelayanan kesehatan adekuat.'
NTT memiliki AKI lebih tinggi dibandingkan
rata — rata nasional (271 /100.000 kelahiran)
di tahun 2010, bahkan di distrik pedesaan di
Kabupaten Timor Tengah Selatan AKI sebesar
596 di tahun 2010."* Gabrsych & Campbell
(2009)  mengamati  bahwa penundaan
pengambilan keputusan mencari pertolongan
ditentukan oleh faktor sosio-kultural, dan
penundaan mencapai fasilitas kesehatan
sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dan
geografis.'®

Lebih lanjut studi Belton, dkk. menemukan
bahwa pada banyak kasus di kondisi
pedesaan, alat komunikasi seperti telepon
tidak tersedia, dan moda transportasi terbatas,
sehingga perlu mencari bantuan dengan
berjalan kaki atau dalam beberapa kasus
menggunakan kendaraan motor. Pemberian
bantuan juga dapat tertunda akibat bidan
dan ambulans yang tidak siap sedia. Padahal,
penundaan salah satu fase dapat berakibat
fatal.'"* Adaptasi kaskade keputusan dan
penundaan yang berujung pada kematian
ibu akibat perdarahan pasca persalinan oleh
Belton, Mayers and Ngana'* dapat ditemukan
pada Gambar 2.

Berdasarkan Kajian Determinan Kematian
Maternal di 5 wilayah Indonesia oleh
Balitbangkes di tahun 2012, kasus ibu
meninggal akibat PPH di pedesaan lebih tinggi
(23,8%) dibandingkan di daerah perkotaan
(14.3%)."* Hasil kajian menunjukkan bahwa
wilayah pedesaan memiliki akses pelayanan
kesehatan yang lebih sulit dibandingkan
perkotaan. Sumber daya yang terbatas dan
rendah dalam upaya penanganan PPP di
pedesaan akhirnya berujung pada tingginya
AKl oleh PPP di pedesaan.'

International Federation of Gynecology and
Obstetrics (FIGO) merekomendasikan 5 poin
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utama manajemen PPP di wilayah sumber
daya rendah.”  Pertama, memastikan
pelatihan  pra-dan-dalam layanan untuk
tenaga kesehatan mempraktikkan manajemen
aktif kala lll. Kedua, semua penyedia layanan
kesehatan dan persalinan terus melakukan
advokasi dalam memastikan tersedianya
oksitosin. Ketiga, penyedia layanan kesehatan
profesional  perlu  memiliki pengetahuan
manajemen  fisiologis, karena penyedia
layanan  kesehatan mungkin melakukan
praktik di lingkungan atau kondisi manajemen
aktif kala Il tidak dapat dilakukan. Selain itu,
diperlukan pelatihan praktik manajemen
fisiologis, manajemen aktif kala Ill, diagnosis,
dan manajemen perdarahan pasca-persalinan
untuk penyedia layanan kesehatan dan
persalinan. Keempat, menyiapkan protokol
pencegahan dan perawatan kasus PPP.
Kelima, melakukan pemantauan kejadian
PPP dan memastikan pelayanan berkualitas di
tingkat lokal, regional, dan nasional.””

Berdasarkan studi JHPIEGO  dalam
programnya, Yyaitu Maternal and Neonatal
Health (MNH) di daerah pedesaan provinsi
Jawa Barat, intervensi berbasis komunitas
terbukti efektif mencegah PPP'™ Program
MNH merekomendasikan manajemen  aktif
kala Il persalinan, termasuk pemberian
oksitosin  oleh tenaga kesehatan terlatih.
Selain itu, studi Safety, Acceptability, Feasibility
and Program  Effectiveness  (SAFE)  oleh
JHPIEGO,”®  menunjukkan  bahwa  meski
terdapat wanita yang tidak didampingi
tenaga kesehatan terlatih selama menjalani
persalinan, pendekatan berbasis komunitas
mengedukasi wanita mengenai pencegahan
PPH dan ketersediaan misoprostol yang dapat
digunakan langsung setelah melahirkan di
rumah, mampu mencegah PPH.'8

3. Panduan Nasional PPP yang belum terkini
dan Belum Terdaftarnya Misoprostol dalam
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
Menghambat Upaya Manajemen PPP secara
Efektif

Menurut survei FIGO (2016) mengenai
manajemen  kasus PPP, 19% negara dari
total 69 negara masih belum memiliki
panduan nasional PPP atau belum melakukan
pembaruan panduan.'” Panduan nasional
berfungsi memberikan panduan pelatihan
dan praktik di wilayah domestik. Panduan
penggunaan obat utama baru seperti
misoprostol juga penting untuk terintegrasi,

terlebih pada kondisi masih terdapat banyak
wanita melahirkan di fasilitas kesehatan
komunitas setempat ataupun rumah, di
mana suplai  oksitosin  masih  terbatas.”
Indonesia  melalui  Perkumpulan  Obstetri
Ginekologi (POGI) dan Himpunan Kedokteran
Fetomaternal ~ (HKFM)  telah  berhasil
melakukan kajian dan penyusunan Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang
diterbitkan pada tahun 2016.%

Meski banyak negara menggunakan panduan
WHO/FIGO sebagai referensi utama, hanya
setengah dari total 69 negara menggunakan
regimen sebagaimana direkomendasikan
oleh WHO/FIGO.”! Indonesia, dalam panduan
nasionalnya yaitu PNPK PPS, mencantumkan
rekomendasi FIGO untuk upaya profilaksis
sebesar 600 mcg misoprostol oral dan
untuk upaya perawatan sebesar 800 mcg
misoprostol sublingual.* Pada upaya preventif,
PNPK PPS telah melampirkan rekomendasi
disertai bukti klinis pemberian misoprostol
yang dapat dipertimbangkan apabila suplai
oksitosin terbatas. Rekomendasi penggunaan
misoprostol untuk PPP secara lengkap beserta
rekomendasidengan buktiklinis terdapat pada
tahap ke-5 prinsip HAEMOSTASIS (mnemonik
untuk 11 tahapan dalam tatalaksana PPH),
yaitu oxytocin infusion/ prostaglandins — IV/
per rectal/ IM/ intramyometria; apabila telah
dilakukan pemberian oksitosin dan metil

ergometrin sebagai lini kedua, namun PPP
masih tidak berhasil dikendalikan, maka
diberikan misoprostol per rektal 800-100 pg.*
Pada tahun 2017, FIGO melakukan pembaruan
rekomendasi penggunaan misoprostol  di
bidang obstetri dan ginekologi?’ Namun,
Indonesia belum melakukan pembaruan
PNPKPPS yang terakhir diterbitkan pada tahun
2016, sehingga perlu adanya pembaruan
panduan nasional agar mendukung upaya
implementasi terkini.

Beberapa masalah dalam implementasi
panduan nasional, salah satunya vyaitu tidak
termasuknya misoprostol dalam daftar obat
esensial  nasional (DOEN).”"  Berdasarkan
hasil survei, hanya 42 negara (61%) yang
memasukkan misoprostol dalam DOEN."”
Indonesia  sendiri  belum  mendaftarkan
misoprostol dalam  DOEN, terlihat dalam
Keputusan  Menkes Rl No. HKO01.07/
MENKES/395/2017 pada 15 Agustus 2017
mengenai DOEN, untuk obat utama kasus PPP
berupa oksitosikyang terdaftaradalah oksitosin
dan metilergometrin.? Obat lini ketiga seperti
prostaglandin ET dan misoprostol belum
masuk di DOEN Indonesia.”?

Prinsip pemilihan DOE adalah berdasarkan
relevansi  dengan  masalah  kesehatan
masyarakat,  terbukti keamanan  dan
efektivitasnya, serta produksi obat tertentu

Gambar 2. Kaskade keputusan dan penundaan yang berujung pada kematian ibu akibat perdarahan pasca-

persalinan.

Diaptasi dari Belton S, Mayers B and Ngana FMaternal deaths in eastern Indonesia: 20 years and still walking:

an ethnographic study.™
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ini terbukti hemat biaya. Obat esensial wajib
selalu tersedia kapanpun guna menyokong
kebutuhan fungsional agar sistem pelayanan
kesehatan berjalan dengan lancar.”® Apabila
merujuk pada DOE yang diterbitkan oleh
WHO pada bulan Maret 2017, yaitu edisi ke-
20 dari WHO Model List of Essential Medicine,**
misoprostol telah masuk dalam daftar obat
esensial di golongan obat oksitosik. Terlebih,
misoprostol terdaftar sebagai obat core list
yaitu daftar obat minimum yang dibutuhkan
untuk  menjalankan  sistem  pelayanan
kesehatan dasar. Prostaglandin  E1 juga
telah diikutsertakan dalam golongan obat
spesifik untuk perawatan neonatal, namun
masih tergolong dalam complimentary list
yaitu daftar obat esensial untuk penyakit
yang menjadi prioritas, serta membutuhkan
fasilitas dan tenaga kesehatan khusus dalam
penggunaannya.® Belum  terdaftarnya
misoprostol  dalam  DOEN  Indonesia
menyebabkan kurangnya ketersediaan dan
pemahaman penggunaannya.

C. Optimalisasi Sistem Rujukan di Indonesia
Untuk mengurangi angka kematianibu, sistem
rujukan maternal yang baik memiliki pengaruh
besar pada sistem pelayanan kesehatan
komprehensif.?® Rujukan merupakan
perpindahan pasien yang terkoordinasi untuk
mendapatkan pelayanan kesehatanyanglebih
tinggi dan berkualitas dalam rentang waktu
singkat, terutama kasus-kasus emergensi
obstetri dan neonatal. Untuk dapat merujuk
pasien dengan efektif, diperlukan sistem
rujukan yang baik, kerja sama komprehensif
subsistem yang terlibat, serta mekanisme
transportasi yang mendukung.®®

Rentang waktu memindahkan pasien pada
umumnya sangat singkat, dan apabila
dilewati, dapat memperburuk kondisi dan
mengancam nyawa pasien. Dalam kasus
PPP. umumnya pasien memiliki rentang
waktu 2 jam dari kejadian perdarahan sampai
kematian.”® Dalam waktu yang singkat ini,
komponen-komponen sistem rujukan yang
harus diperhatikan adalah pertimbangan
kondisi  klinis pasien, protokol stabilisasi
dan perpindahan, teknologi komunikasi,
transportasi, dan pengaturan biaya.?® Selama
proses rujukan, komunikasi harus dilakukan
sebelum dan selama rujukan berlangsung,
dan harus ada tenaga medis dengan
keterampilan klinik yang mendampingi pasien
untuk melakukan tindakan dukungan hidup.?’
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Dibutuhkan juga pendekatan multidisiplin
yang baik, sehingga dapat meningkatkan
pemberian cairan kepada pasien dan
meningkatkan monitoring, terutama
monitoring elektrolit dan parameter koagulasi
untuk menentukan tindakan berikutnya.?” Di
Indonesia, pada umumnya ibu hamil di desa
melakukan tindakan persalinan di pondok
bersalin desa (polindes) atau dengan bidan,
namun hal ini hanya berlaku untuk bantuan
persalinan normal. Jika terdapat komplikasi
di luar kompetensi bidan, pasien sebaiknya
dirujuk ke puskesmas, puskesmas Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED),
atau rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi  Komprehensif (PONEK), sesuai
tingkat pelayanan yang diberikan. Puskesmas
non-PONED  harus  mampu  melakukan
tindakan stabilisasi kegawatdaruratan obstetri
dan neonatal® Puskesmas PONED memiliki
kemampuan untuk menyediakan pelayanan
dan emergensi dasar secara langsung kepada
ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir.»?
Jika komplikasi berada di luar kemampuan
puskesmas PONED, pasien sebaiknya dirujuk
ke rumah sakit PONEK, agar pasien dapat
diberi pelayanan emergensi secara langsung.?

Apabila ditemukan PPP pada persalinan di
bidan atau puskesmas non-PONED, pasien
harus segera dirujuk ke rumah sakit, karena
dibutuhkan ahli obstetri, bidan, ahli anestesi,
dan hematologi.?” Untuk pasien di puskesmas
PONED, setelah kondisi pasien telah stabil,
sesuai tingkat kegawatdaruratan, ditentukan
apakah pasien akan ditangani di tingkat
Puskesmas PONED atau dirujuk ke rumah
sakit PONEK.# Terdapat formulir rujukan yang
harus diisi, sehingga rumah sakit/puskesmas
yang dirujuk mengetahui biodata pasien,
tindakan yang sudah diberikan, dan alasan
merujuk pasien.” Beberapa kasus ibu hamil di
puskesmas PONED yang harus segera dirujuk
ke rumah sakit PONEK meliputi ibu hamil
dengan riwayat bedah sesar, panggul sempit,
dan perdarahan antepartum. Jika selama
kehamilan ditemukan risiko-risiko yang dapat
menyebabkan perdarahan, seperti hipertensi,
anemia berat, dan penyakit yang mengancam
jiwa, perlu dirujuk ke rumah sakit PONEK.
Dengan alur ini, rencana transportasi dan
peralatan-peralatan yang dibutuhkan pasien
dapat dipersiapkan.?*

Kata komprehensif pada PONEK diartikan
ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan

obstetri dan ginekologi di Instalasi Gawat
Darurat (IGD) dan unit pelayanan fungsional
(UPF) obstetri dan neonatal. Tiga fungsi rumah
sakit PONEK, yaitu pelayanan kasus yang
tidak mampu ditangani pelayan kesehatan

primer, pendidikan untuk meningkatkan
kemampuan melakukan tindakan kasus
darurat, dan penelitian  dalam  rangka

menurunkan angka kematian ibu dan bayi.’!
Di Indonesia, puskesmas selain di wilayah
Jawa-Bali masih belum sepenuhnya siap
dalam hal ketersediaan alat dan obat PONED,
pelayanan 24 jam, keterlibatan dokter, bidan,
dan perawat, serta ketersediaan ambulans.
Sekitar 11,3% puskesmas PONED belum
menyediakan pelayanan 24jam.? Dilndonesia,
di lokasi terpencil, jika tidak mungkin merujuk
pasien ke rumah sakit PONEK, perlu dilakukan
peningkatan kemampuan puskesmas dengan
fasilitas rawat inap sebagai pusat rujukan
medik spesialistik terbatas.”’

Pada rujukan, infrastruktur yang memadai
memiliki pengaruh positif.?¢ Ketersediaan alat
transportasi di Puskesmas PONED merupakan
faktor penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan dan menurunkan angka kematian
ibu.”® Masih banyaknya penduduk Indonesia
yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki
akses terbatas ke tempat pelayanan kesehatan
menyebabkan terlambatnya penanganan
kasus kegawatdaruratan.’® Oleh karena itu,
puskesmas dan rumah sakit harus dilengkapi
dengan transportasi yang cukup jumlahnya
dan dapat berfungsi dengan baik, seperti
ambulans dan puskesmas keliling.? Ambulans
harus dilengkapi dengan kit emergensi, O,
portable, dan transportable incubator?® Di
Indonesia, ketersediaan ambulans dalam
kondisi baik di puskesmas sebesar 43%, dan
puskesmas keliling sebesar 53%.%

Chavane, dkk.
keterlambatan mencapai tempat pelayanan
kesehatan terdapat pada 40,4% kematian
ibu, dan keterlambatan menerima
pelayanan kesehatan di tempat pelayanan
kesehatan terdapat pada 14,2% kematian
ibu di Mozambique.* Di Jepang, transportasi
menggunakan helikopter pada daerah-daerah
terisolasi membuktikan menurunkan angka
kematian ibu dan bayi®* Di negara-negara
maju, sistem transportasi cukup jumlahnya,
dioperasikan oleh baik sektor publik maupun
privat, dan dapat digunakan oleh seluruh
masyarakat** WHO memperkirakan sekitar

menemukan bahwa
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75% kematian ibu dapat dicegah melalui
kemampuan mengakses pelayanan obstetri
tepat waktu, sekitar 14.500 anak dapat
diselamatkan  setiap tahunnya?*  Sistem
rujukan yang diterapkan juga berpengaruh
pada efisiensi proses rujukan pasien. Indonesia
menerapkan regionalisasi  sistem  rujukan,
yaitu pembagian wilayah sistem rujukan pada
satu wilayah kabupaten dan daerah sekitar
di batasannya. Kabupaten/kota dibagi dalam
beberapa wilayah rujukan (region), dan di
setiap wilayah dipilih satu rumah sakit sebagai
pusat rujukan.?? Puskesmas PONED berperan
sebagai perantara rujukan untuk mendukung
rumah sakit PONEK sebagai tempat rujukan
kasus emergensi atau komplikasi obstetri dan
neonatal” Tujuan sistem rujukan ini adalah
mengatasi keterbatasan teknis di fasilitas
pelayanan kesehatan primer maupun di
puskesmas sebagai tempat rujukan antara,
mengingat banyak kasus emergensi maternal
dan neonatal yang membutuhkan puskesmas
sebagai sarana untuk stabilisasi, sebelum
pengobatan dan tindakan definitif dilakukan
di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Dengan diberlakukannya sistem ini, penting
untuk dapat memetakan sistem rujukan
beserta alur dan jalur transportasi rujukannya
di setiap wilayah di kabupaten.®

Sesuai Buku Panduan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), pertama-tama dokter di
fasilitas kesehatan tingkat pertama memberi
surat rujukan pasien, lalu pasien membawa
identitas peserta BPJS kesehatan dan surat
rujukan. Kemudian, pasien akan mendapatkan
Surat Eligibilitas Peserta (SEP) di rumah
sakit. SEP adalah bukti yang diterbitkan di
fasilitas kesehatan yang menandakan bahwa
pasien adalah benar peserta BPJS Kesehatan
dan berhak mendapatkan pelayanan di
fasilitas  kesehatan. Setelah  proses ini,
pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.
Perdarahan termasuk kondisi darurat, dan
dalam kondisi darurat terdapat penjaminan
biaya persalinan normal di fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjutan.®

Penulis  menyarankan fasilitas pelayanan
kesehatan mengadopsi protokol formal untuk

merujuk pasien ke pelayanan kesehatan
tingkat lanjut. Dalam konten ini, harus ada
protokol untuk meningkatkan identifikasi
pasien yang membutuhkan perpindahan,
untuk menjamin efisiensi dari perpindahan
dan transportasi. Protokol sebaiknya bersifat
nasional, namun implementasinya dapat
disesuaikan kondisi geografis dan masalah-
masalah di daerah tertentu.

SIMPULAN

Angka kematian ibu yang masih tinggi di
Indonesia dapat diturunkan melalui inovasi
sistem pelayanan kesehatan yang lebih
komprehensif dan terkini.Implementasi sistem
peringatan dini obstetri, penerapan panduan
manajemen PPP terkini, serta optimalisasi
sistem rujukan di Indonesia memiliki potensi
besar sebagai inovasi pelayanan kesehatan
di Indonesia, sehingga sistem dapat berjalan
lebih efektif dan mampu menekan kejadian
PPP. salah satu penyebab tingginya AKI di
Indonesia.
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